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	ABSTRAK

	Abstrak: Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, merupakan prinsip yang wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga prinsip tersebut menjadi syarat mutlak pemerintah demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance), dan terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Upaya pemerintah dalam mewujudkan transparansi telah diatur dan diamanahkan oleh Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga seluruh informasi yang terkait dengan pengelolaan negara baik pemerintahan pusat maupun daerah harus berani dipublikasikan secara transparan, terkecuali di dalamnya terdapat rahasia negara yang memang tidak boleh diketahui publik dan diatur di dalam Undang – Undang. Komitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi sesuai dengan amanah Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mendapatkan respon positif dari pemerintah desa, khususnya desa Arjowilangun, dimana desa tersebut menjadi salah satu desa potensial yang sedang bertranformasi menjadi desa unggul dengan predikat desa Migran Produktif dari Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, maka keterbukaan informasi terkait dengan aktivitas desa Arjowilangun maka apparat desa berusaha mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan pemanfaatan system informasi manajemen. Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu memfasilitasi kedua belah pihak baik pemerintah desa dan masyarakat yang berlatar belakang buruh migran internasional. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan kerjasama lintas sektor sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan. Terdapat tiga program kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi, pelatihan dan focus group discussion (FGD). Kegiatan berfokus pada pemahaman dan implementasi Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
Kata Kunci: inovasi; sistem informasi manajemen; informasi; keterbukaan informasi publik
Abstract:  Transparency, accountability and public participation are principles that must be met in governance. These three principles are an absolute requirement for the government in order to realize good governance and avoid the practice of corruption, collusion and nepotism (KKN). The government's efforts in realizing transparency have been regulated and mandated by Law No. 14 of 2008 concerning Disclosure of Public Information. So that all information related to state management, both central and regional governments, must dare to be published in a transparent manner, except in it there are state secrets which are indeed not known to the public and are regulated in law. Commitment to realizing information disclosure in accordance with the mandate of Law Number 14 of 2008 concerning Disclosure of Public Information, received a positive response from the village government, especially Arjowilangun village, where the village is one of the potential villages that is being transformed into a superior village with the title of Productive Migrant Village from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia. With this background, the disclosure of information related to the activities of the Arjowilangun village, the village apparatus tries to realize the disclosure of public information by utilizing the management information system. Through this service activity, it is hoped that it will be able to facilitate both the village government and the community with international migrant workers backgrounds. This service activity is carried out with cross-sectoral collaboration according to needs and problems. There are three program activities carried out such as socialization, training and focus group discussions (FGD). The activity focuses on understanding and implementing Law Number 14 of 2008 concerning Disclosure of Public Information and Information Commission Regulation Number 1 of 2018 concerning Village Public Information Service Standards.
Keywords: innovation; information management system; information; public information disclosure
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A. LATAR BELAKANG
Paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mensyaratkan adanya prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Upaya mewujudkan prinsip yang termuat dalam tata kelola pemerintahan yang baik telah difasilitasi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Masyarakat dapat mengajukan permohonan terkait keterbukaan informasi publik kepada lembaga-lembaga public  (Mindarti, Saleh, & Galih, 2021), baik itu Lembaga/Badan Pemerintah maupun Non-Pemerintah selama Lembaga/Badan tersebut mengelola atau menggunakan dana dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan atau sumbangan dari luar negeri baik itu informasi keuangan, pengambilan keputusan ataupun yang lainnya (Zulaikha & Paribrata, 2017), terkecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana telah diatur dalam Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan diimplementasikannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sejak 2010 hingga sekarang, tidak serta – merta membuat permasalahan selesai, masih banyak masyarakat maupun penyelenggara badan publik tidak tahu dan memahami dari tujuan dilahirkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Setiawan, 2021) sehingga bagi sebagian masyarakat yang membutuhkan informasi dari badan publik mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi publik dengan berbagai alasan (Gosal & Singkoh, 2017). Sebagai unit pemerintahan terkecil, pemerintah desa menjadi basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang dilayaninya . 
Kondisi tersebut pada akhirnya menuntut pemerintah termasuk aparat pemerintah desa untuk mampu menjawab tantangan perubahan tersebut. Aparat pemerintah diharuskan untuk lebih cepat dan tanggap dalam merumuskan kebijakan, memberikan pelayanan sekaligus menyelesaikan permasalahan di masyarakat (Walim, 2020) dengan manfaatkan system informasi manajemen. Sistem Informasi Manajemen ialah sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan suatu organisasi yang menganut prinsip ketersediaan, mudah dipahami, relevansi, bermanfaat, keandalan, akurat dan konsisten (Ridwan & Dkk, 2021). Dengan pemanfaatan SIM diharapkan pemerintah dapat menyediakan layanan informasi yang lebih efektif, efisien dan dapat dengan mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah administrasi.
Demikian halnya dengan Aparatur Pemerintahan Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Desa Arjowilangun merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan kalipare Kabupaten Malang. Desa ini terletak di sebelah selatan Kabupaten Malang yang berbatasan dengan Kota Blitar. Dengan latar belakang sebagai Buruh Migran adalah terbanyak maka diharapkan aparat pemerintah desa Arjowilangun dapat memberikan informasi yang transparan bagi masyarakatnya terkait aktivitas keluar masuk masyarakat desa ke luar negeri. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memahami sekaligus berkontribusi terhadap upaya pemerintah desa Arjowilangun dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik desa. Dimana kegiatan ini akan difokuskan kepada tiga hal, yang pertama terkait pemahaman aparatur desa serta masyarakat terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa; kemudian yang kedua terkait peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pemanfaatan system informasi manajemen.
Dalam program pengabdian yang berbentuk berbagi pengalaman (knowledge sharing) melalui agenda kegiatan sosialisasi dan pelatihan  pelatihan dan pendampingan dalam upaya melaksanakan kegiatan kepemerintahan dan pelayanan public berdasarkan prinsip keterbukaan informasi public sesuai amanah Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 di desa ini mempunyai sasaran yaitu seluruh apparat/pegawai pemerintah desa Arjowilangun yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Adapun target yang ingin dicapai dari pengabdian ini adalah : 
1. Pemahaman peserta diskusi dan pelatihan terhadap Undang – Undang Keterbukaan Informasi Tahun 2008 (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008), sehingga bisa diimplementasikan di dalam kegiatan kepemerintahan dan pelayanan publik
1. Pemahaman peserta diskusi dan pelatihan terhadap Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 (Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, 2018), sehingga bisa diimplementasikan di dalam kegiatan kepemerintahan dan pelayanan publik.
1. Mampu meningkatkan peran pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana dalam memberikan pelayanan yang menjunjung prinsip transparansi.

B. METODE PELAKSANAAN
Untuk memecahkan masalah yang terjadi pada pemerintahan desa Arjowilangun dan mencapai tujuan yang telah dijelaskan, metode yang tepat untuk digunakan dalam pengabdian ini adalah pendidikan dan pelatihan atau pendampingan. Pendidikan dilakukan dengan pemberian materi dan sosialisasi paparan mengenai Undang – Undang Keterbukaan Informasi Tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, dan peran Kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
Tim pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari tiga pakar di bidang masing-masing, Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, yang selanjutnya akan disebut sebagai Pengabdi ke-1, Dr. Choirul Saleh, M.Si, yang selanjutnya akan disebut sebagai Pengabdi ke-2, dan Aulia Puspaning Galih, MS., yang selanjutnya akan disebut Pengabdi ke-3. Pengabdi pertama,  akan berfokus kepada sosialisasi paparan mengenai Undang – Undang Keterbukaan Informasi Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018. Sedangkan pengabdi kedua, akan lebih fokus pada penjelasan mengenai peran pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi public. Pengabdi ketiga, berfokus   pada   sosialisasi   mengenai   pemanfaatan   teknologi informasi sebagai sarana dalam memberikan pelayanan yang menjunjung prinsip transparansi.
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Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Dilakukan Melalui Zoom

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk berbagi pengalaman (knowledge sharing) melalui agenda kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui diskusi intens dengan pemanfaatan media online seperti Zoom demi meminimalisir penyebaran Virus Covid 19 sekaligus mendukung program PSBB. Peserta dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah aparatur desa Arjowilangun, Kabupaten Malang.
Indikator keberhasilan pengabdian kepada masyarakat di desa Arjowilangun, antara lain:
1. Peserta pelatihan memahami materi yang terkait dengan keterbukaan informasi public.
1. Peserta memiliki kesadaran akan pentingnya peran Kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi public.
1. Peserta dapat mengaplikasikan ilmu, terutama mengenai penerapan teknologi untuk menyediakan informasi public, yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Arjowilangun
Sesuai dengan amanah Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah Desa Arjowilangun menginisiasi agenda kebijakan public dengan melibatkan masyarakat, salah satunya melalui kegiatan Kebijakan pembangunan Desa Arjowilangun dimulai dari rekrutmen aparatur perangkat desa. Rekrutmen dilaksanakan dengan mengedepankan asas professionalitas dan transparan, agar diperoleh aparatur desa yang benar – benar sesuai dengan kebutuhan desa. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Desa Arjowilangun bekerjasama dengan Camat Kalipare beserta Komandan Koramil, Kapolsek Kalipare dan beberapa pegawai Kecamatan untuk melaksanakan rekrutmen perangkat desa.
Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik  secara substansi mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public (Afnan, 2019). Proses kebijakan public dimulai dari komitmen untuk menjamin hak warga negara agar dapat mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan public. Beberapa agenda telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Malang untuk memfasilitasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan public, salah satunya melalui kegiatan Rembug Desa dan Musrembangdes. 
Pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan guna mengatasi masalah yang ada di tengah – tengah masyarakat desa Arjowilangun juga dilakukan melalui metode kerjasama lintas sector, salah satunya yakni kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan FGD tersebut pada tahun ini diinisiasi oleh Kecamatan Kalipare dengan agenda pembahasan agenda penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di tengah pandemi Covid 19.
Upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat serta kemampuan aparatur Desa Arjowilangun terus dilakukan, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Desa Digital. Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Desa Digital tersebut dimaksudkan agar setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Malang mampu menjalankan transparansi pengelolaan anggaran melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) (Hasliani & Yusuf, 2021). Pemberdayaan ini ditunjukkan bagi aparatur desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Malang, dimana nantinya seluruh operator desa dapat menginput data secara cepat dan tepat sehingga kesalahan di tahun kemarin dapat dievaluasi sehingga kedepannya tidak ada kesalahan lagi dalam penginputan Siskuedes.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Sarana Dalam Memberikan Pelayanan Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

Pelayanan public berbasis teknologi informasi sangat dibutuhkan masyarakat pada jaman sekarang, terlebih sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Terdapat dua bidang pelayanan keterbukaan informasi public yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare. Kedua bidang tersebut terdiri dari pelayanan keterbukaan informasi public yang wajib tersedia sesuai Amanah Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan pengembangan informasi public terkait potensi desa Arjowilangun.
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga harus diikuti oleh pemerintah desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien (Wiryawan, Perbawa, & Lis, 2018) sekaligus mampu memenuhi prinsip keterbukaan informasi yang telah diamanahkan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Pemanfaatan banner atau papan pengumuman alur pelayanan harus dan wajib disediakan agar mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi tatap muka ditengah pandemic virus Covid 19. 
Kebutuhan masyarakat terhadap suatu informasi yang belum tersedia baik di kelurahan atau website resmi kelurahan, pemerintah kelurahan wajib menyediakan fasilitas pendamping seperti meja pelayanan akses informasi public, surat atau formulir pengajuan keterbukaan informasi public sesuai dengan standart yang di tetapkan oleh Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik. Meja pelayanan pengajuan informasi public juga harus menyediakan beberapa dokumen pendukung agar masyarakat dapat dengan mudah mengajukan keterbukaan informasi sekaligus masyarakat dapat mengetahui dengan langsung apakah informasi tersebut dapat diakses atau tidak dapat diakses dengan kategori informasi yang dikecualikan.
	Pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi public juga harus diikuti dengan upaya meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana meningkatkan potensi daerah (Kalalo, 2017). Dengan di bentuknya system informasi desa dengan nama web https://desaarjowilangun.id/ sebagai website resmi desa Arjowilangun, diharapkan dapat memaksimalkan upaya peningkatan promosi potensi daerah. Potensi tempat wisata, kegiatan kebudayaan serta sumber daya perkebunan, harus mampu di maksimalkan sebagai daya tarik agar nantinya masyarakat dapat memperoleh nilai tambah dari kegiatan ekonomi di dalamnya.
	Dengan memaksimalkan website desa dan media sosial berbasis kemasyarakatan yang sudah terbentuk seperti kelompok informasi masyarakat desa Arjowilangun, pemerintah dapat menarik wisatawan dari luar daerah untuk singgah dan melakukan kegiatan ekonomi di daerahnya, sehingga dapat menjadi investasi atau roda perekonomian baru yang mampu mengangkat derajat masyarakat setempat. Beberapa potensi daerah di desa Arjowilangun dapat di promosikan menjadi lokasi wisata budaya, religious sekaligus sejarah diantaranya sebagai berikut:
1) Kirab Leang – Leong Desa Arjowilangun
2) Padepokan Eyang Demang Mertowijoyo
3) Punden Mbah Lanjar Kuning
4) Arca Paron
5) Pesareyan Mbah Ampel
6) Gunung Gurit

Penerapan Inovasi Sistem Informasi Manajemen di Desa Arjowilangun
Pemanfaatan media sosial pada pelayanan public menjadi salah satu opsi di era digitalisasi pada saat ini (Mamuko, 2021). Melalui pemanfaatan sarana teknologi informasi, pemerintah dapat mewujudkan tata kelola kepemerintahan dan pelayanan public yang efektif, efisien serta menjunjung tinggi asas transparansi (Nugraha, 2018). Pengelolaan layanan informasi bisa dikelola sekaligus disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi tim pengabdian, pelayanan keterbukaan informasi publik dengan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi di Desa Arjowilangun terbagi menjadi 2 (dua), yakni pelayanan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Arjowilangun dan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh kelompok informasi masyarakat.
Transparansi penyelenggaraan kepemerintahan yang sudah dilaksanakan salah satunya berupa transparansi pengelolaan anggaran desa. Komitmen tersebut sudah tertuang dengan dilaksanakannya pembuatan banner yang di dalamnya termuat informasi alokasi dana desa. Banner yang terpasang di beberapa tempat stategis tersebut berisi informasi jumlah beserta alokasi anggara belanja pemerintah desa Arjowilangun. Selain informasi alokasi anggaran, pemerintah desa Arjowilangun juga tengah mengupayakan untuk menyediakan layanan informasi public dengan memanfaatkan media sosial berupa website. 
Sistem informasi desa dalam web https://desaarjowilangun.id/ di proyeksikan sebagai pioneer pelayanan keterbukaan informasi public yang nantinya dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat desa Arjowilangun. Beberapa informasi yang telah tersedia antara lain berisi informasi umum tentang profil desa, data penduduk, program kegiatan pemerintah desa, serta informasi penanggulangan Covid-19. Pengembangan layanan untuk menunjang promosi potensi desa juga terus dikembangkan. Melalui metode amati, tiru dan modifikasi, layanan di website desa akan dikembangkan menjadi layanan yang sangat informatif dan responsive. Beberapa layanan juga terintegrasi dengan website pemerintah daerah Kabupaten Malang sehingga pelayanan berupa akses keterbukaan informasi dapat dijangkau seluruh masyarakat dengan mudah dan gratis.
Pemerintah desa Arjowilangun juga berupaya untuk terus mengembangkan dan mengintegrasikan system informasi manajemen di website desa dengan layanan Surat Warga. Sehingga nantinya masyarakat yang baru mengerti dan baru bisa menggunakan smart phone, cukup mengunjungi https://desaarjowilangun.id/ dan memasukkan pertanyaan terkait informasi dan pelayanan apa yang tengah dibutuhkan, maka dengan cepat dan tanggap website desa tersebut akan melayani. 
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Gambar 2. Website Desa Arjowilangun yang Dibuat oleh Tim Pengabdian

Penyelenggaraan keterbukaan informasi public di desa Arjowilangun juga mendapat perhatian dan dukungan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok informasi masyarakat desa Arjowilangun. Kelompok informasi masyarakat tersebut menggunakan sarana media sosial untuk meneruskan informasi berupa peraturan, program hingga instruksi dari pemerintah desa Arjowilangun. Beberapa platform media sosial yang digunakan seperti Facebook dan Whatsapp. Kontribusi masyarakat desa Arjowilangun dalam mewujudkan desa informatif, ditunjukkan dengan antusiasme dalam membagikan informasi, kebijakan serta program pemerintah desa, salah satunya yakni pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti group Facebook dan Whatsapp (Novianti, Nugraha, Komalasari, Komariah, & Rejeki, 2020), masyarakat dapat mengetahui dan memahami alur pendaftaran program vaksinasi, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir kerumunan akibat pendaftaran manual. Selain itu, informasi yang disampaikan secara massif berdampak pada antusiasme warga desa Arjowilangun dalam mengikuti giat vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Arjowilangun.

Evaluasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

	Kegiatan evaluasi dilakukan dengan cara berdiskusi dengan peserta kegiatan, yaitu aparatur desa. Sesi diskusi digunakan bukan hanya untuk mengevaluasi pemahaman aparatur desa mengenai keterbukaan informasi public, tetapi juga mengenai pemahaman peserta terhadap penerapan dan pemanfaatan teknologi dalam keterkaitannya dengan keterbukaan informasi public.
	Penerapan sistem informasi manajemen dalam guna mewujudkan keterbukaan informasi desa juga dievaluasi berdasarkan kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan website yang telah disediakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta pengabdian kepada masyarakat mampu memahami mengenai pentingnya keterbukaan informasi public pada desa dan mampu mengoperasikan website hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

D. SIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan pengabdian masyarakat di Pemerintah Desa Arjowilangun dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya melalui kegiatan berbagi pengalaman (knowledge sharing) melalui agenda kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait Inovasi Sistem Informasi Manajemen Keterbukaan Informasi Publik di desa Arjowilangun. Dengan rangkaian kegiatan, maka berhasil dibentuk sebuah inovasi pelayanan informasi berupa website https://desaarjowilangun.id/ yang mengedepankan prinsip keterbukaan informasi public berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Informasi Nomor 1 tahun 2018 Tentang Standart Layanan Informasi Publik Desa serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan public di desa Arjowilangun. 
Implementasi nilai – nilai keterbukaan informasi sudah dijalankan oleh Kelurahan Merjosari salah satunya melalui website resmi kelurahan, namun perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan terkait keterbukaan informasi public seperti ketersediaan papan pengumuman / banner tentang alur pengajuan informasi public, ketersediaan formulir pengajuan hingga informasi di website atau media sosial yang perlu di perbaharui berdasarkan prinsip informasi yang wajib tersedia, informasi public yang diumumkan secara serta – merta dan informasi yang diumumkan secara berkala sesuai dengan standart informasi public desa. 
Pemerintah desa Arjowilangun perlu memberdayakan aparaturnya sekaligus menjalin  komunikasi intens dengan PPID kabupaten Malang demi meningkatkan kualitas pelayanan public melalui pemanfaatan teknologi informasi, agar lebih efektif dalam melayani kebutuhan masyarakat serta mampu memaksimalkan promosi potensi daerah dan wisata yang telah dirintis.
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